LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 25

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

Menimbang : a.

bahwa kesehatan merupakan kebutu-
han dasar masyarakat untuk memper-
tahankan kelangsungan hidup dan
untuk itu perlu adanya pembinaan,
pemantauan dan pengawasan terhadap
kegiatan penyelenggaraan keseha-
tan;

bahwa dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomer_ 18 Tahun 1997 tentang
pPajak Daerah dan Retribusi Daerah
dan Undag-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 maka
perlu menyusun peraturan mengenai
izin bidang kesehatan;
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b. bahwa untuk maksud tersebut diatas
maka dipandang perlu untuk mene-
tapkan Peraturan Daerah tentang
Retribusi Izin Bidang Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propin-
si Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lem~
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992
tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {(Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indone-
sia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lem-
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100

baran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Peme-
rintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1996 ientang Tenaga Keseha-
tan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3637);

Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139); -

Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Ncmor 44 Tahun 19%9¢ tentang
Teknik Penyusunan Peraturan Per-
undang-undangan dan Bentuk Rancan-
gan Undang-undang, Rancangan Per-
aturan Pemerintah, dan Rancangan
Keputusan Presiden;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
920 /¥enkes/PER/XII/86 tentang
Jpava Pelayvanan Kesehatan Swasta
dibidang Medik;
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1.

12.

13,

14.

15.

16.

Keputusan Menteri Kesehatan Nemor
922/SK/Menkes/X/1993 teniang U:o-
ijinan Apotek;

Keputusan Menteri Dalam Neg
Nomor 174 Tahun 1997 tent
Pedoman Tatacara Pemunzutarn
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 175 Tahun 1997 tentang Taota
cara Pemeriksaan di Bidang Reiri-
busi Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan MNomnr
1189A/Menkes/SK/X/99 tentang Wew
nang Penetapan Izin di Bidang
Kesehatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan
Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000
tentang Pedoman Tata Naskah dinas
di Lingkungan Pemerintah Kabupa-
ten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten D=zer-h
Tingkat 1II Rembang Nomor 5§ ‘atig
1989 tentang Penyidik Pegaws
Negeri Sipil di-Lingkungan Peme
rintah Kabupaten Daerah Tingia .
Rembang (Lembaran Daerah Labupatcé
Daerah Tingkat II Rembang Tahun
1989 Nomor 8);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPAT! Y REMBANG



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG RETRIBUSI IZIN BIDANG KESE-
HATAN.

.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud
dengan :

a.
b.

c.
d.

Daerah adalah Kabupaten Rembang;
Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Rembang;

Bupati adalah Bupati Rembang;
Pejabat adalah Pegawai yang
diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Dinas Kesehatan adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Rembang;
Retribusi 1zin Bidang Kesehatan
yang selanjutnya disebut Retri-
busi adalah  pungutan sebagai
pembayaran atas pemberian izin
bidang kesehatan:

. Badan adalah sekumpulan orang

atau modal yang merupakan kesatu-
an baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara
atau Daerah dengan nama dan
bentuk apapun, Firma, Kongsi,
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Koperasi, dana Pensiun, perseku- tuan, Perkum-
pulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis,
Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya;
Praktek Bersama Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter
Spesialis adalah kegiatan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga
kesehatan swasta secara bersama-sama pada satu
lokasi pelayanan dengan satu penanggungjawab
yang telah ditetapkan;
Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan
pelayanan medik oleh seorang Dokter Umum,
Dokter Gigi, Dokter Spesialis atau Dokter Gigi
Spesialis tanpa menggunakan penunjang medik;
Rumah Bersalin adalah tempat untuk memberikan
pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil,
wanita bersalin, wanita menyusui, wanita dalam
masa nifas, pelayanan imunisasi dan pelayanan
Keluarga Berencana yang diselenggarakan oleh
organisasi yang berbadan hukum;
Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan
pelayanan kesehatan dasar terutama dibidang
pengobatan umum yang diselenggarakan oleh
organisasi dan atau yayasan berbadan hukum
serta perorangan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Praktek Bidan adalah penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita
bersalin, wanita menyusui, wanita dalam masa
nifas, pelayanan imunisasi, pelayanan Keluarga
Berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat
yang dilakukan oleh seorang Bidan yang memenuhi
persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan
vang berlaku;
Praktek Keperawatan <adalah penyelenggaraan
pelayanan keperawatan Yyang dilakukan oleh
seorang tenaga keperawatan yang memenuhi per-
syaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
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Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat
dilakukan pekerjaan kefarmasian atau penyaluran
rerbekalan farmasi kepada masyarakat:
Pedagang Besar Farmasi adalah Badan Hukum
cerseroan Terbatas atau Koper:i. i yang memeiliki
:zin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran
rerbekalan farmasi dalam jumlah besar sesuai
xetentvran perundang-undangan yang berlaku;
Pengobatan Tradisional adalah salah satu upaya
rengobatan atau perawatan cara lain diluar ilmu
tedokteran .atau ilmu keperawatan, mencakup
-ara, obat dan pengobatannya:
t2dagang Obat Eceran adalah perorangan yang
melakukan jual -beli obat-obatan yYang masuk
ralam kategori ocbat-obatan bebas;
Toko Obat adalah Lemsbaga Berbadan Hukum atau
Perorangan yang melakukan jual beii obat-obatan
yang masuk dalam kategori obat-obatan bebas dan
cbat-obatan terbatas:
Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggar-
akan pelayanan kaca mata baik melalui resep
dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan
refraksi sendiri yang memenuhi syarat-syarat
kesehatan; '
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi: .
"endaftaran dan pendataan adalah serangkaian
kcgiatan urtuk memperoleh data/informasi serta
renatausahaan yYang dilakukan oleh petugss
Ketribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan
Retribusei Daerah kepada Wajib Retribusi untuk
diisi secara lengkap dan benar;
Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang
digunakan Wajib Retribusi o ntuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran Retribusi yvang
terutang menurut Peraturan Retribusi:
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aa.

ab.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang seian-
jutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputuszan
vang menentukan besarnya Retribusi yang tezv-
tang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan ryongz
selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah suratl
keputusan vang menentukan jumlah retribusi
terutang yang Jjumlahnya ditatapkan secara
sepihak oleh pejabat yang berwenang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang
selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlahl
retribusi yang telah ditentukan;

Surat Permberitahuan Retribusi Daerah yang
selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan
perhitungan dan pembayaran retribusi yng teru-
tang menurut peraturan retribusi;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selan-
jutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib Retrib-
usi yang didaftar dan menjadi identitas bagi
setiap Wajib Retribusi.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Bidang Kesehatzn dipun-

gut

Retribusi sebagai pembayvaran atas pemberian

izin kepada pribadi atau badan untuk melaksanakan
kegiatan di bidang kesehatan.



Pasal 3
Obyek Retribusi adalah pemberian 1Izin Bidang
Kesehatan untuk menyediakan atau melaksanakan

kegiatan bidang kesehatan baik dalam bentuk barang
maupun jasa.

Pasal 4
Subvek Retribusi adalah orang pribadi atau badan
hukum yang memperoleh Izin Bidang Kesehatan seba-
gaimana tersebut Pasal 3.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi Perizinan
Tertentu

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
izin yang diperoleh.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan
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besarnya tarip Retribusi didasarkan atas tujuan
pengendalian dan pengawasan dan untuk menutup
sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin
bidang kesehatan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
Pasal 8

Struktur dan besarnya tarip Retribusi Izin Bidang
Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2, ditetapkan
sebagai berikut -:
a. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan prak-
tek perorangan :

- praktek perorangan Dokter Umum/Dokter gigi
Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu
rupiah);

- praktek perorangan Dokter Spesialis/Dokter
Gigi Spesialis Rp. 250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah); -

- praktek perorangan keperawatan Rp. 75.000,00
(tujuh puluh lima ribu rupiah);

- praktek perorangan kebidanan Rp. 100.000,00
(seratus ribu rupiah);

b. izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan
swasta :

- praktek bersama Dokter Umum/Dokter Gigi
Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah);

- praktek kelompok Dokter Spesialis/Dokter Gigi
Spesialis bersama Dokter Umum..RP.400.000,00
(empat ratus ribu rupiah);

- Balai Pengobatan...... . Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah);

- Rumah Bersalin yang tidak dikelola Dokter
Spesialis.Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
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- Rumah Bersalin yang dikelola oleh Dokter
Spesialis.Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Rumah Sakit Swasta..... Rp.5.000.000,00 (lima
juta rupiah).

C. 1zin penyelenggaraan pelayanan kesehatan kefar-

masian

- Apotek......Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu
rupiah):

- pedagang eceran obat....Rp. 50.000.0C (lima
puluh ribu rupiah);

- Toko obat...... Rp. 150.000,00 (seratus 1lima
puluh ribu rupiah);

- pedagang besar farmasi....Rp. 1.000.000,00
(satu juta rupiah); . :

. izin penyelenggaraan kesehatan lain -
izin optik....Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah);

- Laboratorium swasta.....Rp.1.000.000,00 (satu
Juta rupiah);

¢. registrasi pengobatan tradisional.....
Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
BAB VII:' |
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah
Daerah. i

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

Retribusi 1Izin Bidang Kesehatan adalah 3

ftiza) tahun.
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Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbit-
kan -SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB IX
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 12

Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu
dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terha-
dap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di
dalam Wiiayah Daerah maupun yang berdomisili
di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek
Retribusi di Wilayah Daerah.

Kegiatan pedaftaran dan pendataan diawali
dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan
berupa formulir pendaftaran dan pendataan

disampaikan kepada Wajib Retribusi yang ber-
sangkutan.

Setelah formulir pendaftaran dan pendataan
dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi
diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemu-
dian dikembalikan kepada petugas retribusi
sebagai bahan pengisian Daftar Induk Waiib
Retribusi berdasarkan nomor urut, selamb::
lambatnya 1 (satu) bulan.

Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana
dimzksud ayat (3) selanjutnya dapat diperzgu-
nekan sebagai NPWRD. '

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN
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(1)

(2)

(3)

Pasal 13

Pembayaran retibusi dilakukan di Kas Daerah
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati
sesuai waktu yang ditentukan dengan mengguna-

kan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan
retribusi harus disetor ke Kas Daerah selam-
bat-lambatnya 1 X 24 jam.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah
lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana
dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua
persen)tiap bulan dari retribusi yang terutang
dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

_Pembayvaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimak-
sud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayar-
an.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku peneri-
maan.

Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran
dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebdgai-’
man dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan
oleh Bupati.
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BAB XI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 16

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD
sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam
buku jenis retribusi masing-masing.

SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD

untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat
sesuai NPWRD.

Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan
sesuai nomor berkas secara berurutan.

BAR XII
KADALUWARSA
Pasal 17

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi maupv:
dendanva menjadi kadaluwarsa setelah 3 (tiga}
tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retri-
busi, kecuali apabila Wajib Retribusi melaku-
kan tindak pidana di bidang Retribusi.

Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1), tertangguh apabila diter-
bitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang
Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih

lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
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{4) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piu-

tang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana
dimaksud ayat (3}.

(2 Tata cara penghapusan retribusi yang kadalu-
warsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

L

Pasal 18

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Rembang.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah

ini adalah Bupati atau Instansi yang ditunjuk
oleh Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN
Pasal 19
Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewaji-
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam
dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan
atau denda paling banvak 4 (empat) kali jumlah
Retribusi yang terutang.
Pasal 20
11) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk mela-

kukan penyidikan tindak pidana dibidang Retri-
busi Daerah.
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(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimai:uZ ayat

(1) adalah

a. menerima, mencari, mengumpulkan ¢-  meneli-
ti keterangan atau laporan cerkenaan
dengan tindak pidana dibidang @ ~tribusi

h.

Daerah agar keterangan atau lapciun ilerse-
but menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keicran-
gan mengenal orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan t1ndak pidana Retribu=zi
Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukii dari
orang pribadi atau badan tentang -Tenaran
perbuatan yang dilakukan sehubunga» tindak
pidana Retribusi Daerah;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan,

dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daera’
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebh
meminta bantuan tenaga ahli dalan
pelaksanaan tugas penyidikan tinda.

di bidang Retribusi Daerah;

meyuruh berhenti/melarang seseorang =
galkan ruangan atau tempat pada sa-?

iksaan sedang berlangsung dan meme s,
identitas orang dan atau dokumen yang
dibawa sebagaimana pada huruf e;

memotiret seseorang yang berkaitun dengan

tindak pidana Retribusi Daerah;

memanggil orang untuk didengar ‘eteran-
gannya, diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

menghentikan penyidikan;
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk.
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), mem-
beritahukan dimulainnya penyidikan dan menyam-
paikan hasil penyidikannya Kkepada Penuntut
Umum melalui pejabat Kepolisian Negara Repub-
l1ik Indonesia sesuai dengan Kketentuan yang

diatur-dalam Undangjundang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa-
naannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupa-
ten Rembang.
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pitetapkan di R e m baneg
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI REMBANG

HENDARSONO

piundangkan di R e m bangeg
pada tangggal 20 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG

H. NOERAN T O,SH,MM

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 500 040 991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002
NOMOR 15
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR !5 TAHUN 2002
TENTANRGC

RETRIBUSI 1ZIN BIDANG KESEHATAR

MM

Bahwa dengan diberlakukannya tindang-
undang Nomor 18 Tahupn 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian
ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nemor 66 Tahun 200! tentang
Petribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten
Rembang segera menindak lanjuti dengan menyele-
saikan selurubh Peraturan Daerah vang mengatur
tentang Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus
digsusun adalah Peraturan Daerah tentang Retrib-
ugsi Izin Bidang Kesehatan.

Nalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2001 tentang Retribusi Daerah. Bab VI, Pasal 6
dijelaskan bahwa dengan Peraturan Daerah dapat
ditetapkan jenis Retriusi selain jenis Retribu-
51 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah
ni. sesuai kreteria vang ditetapkan Undang-
undang.



PASAL DEMI PASAL

Pasal |

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasa! 4

Cukup jelas
Pasal! =

Cukup ielas
Pasal! &

Cukup jelas
Pasal ~

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal! 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup lelas
Pagal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Avat (1)
Wajib Retribusi tidak semuanya berdomis.-
1i di Kabupaten Rembang, untuk mendan?

kan data Wajib Retribusi perlu diad.

pendaftaran dan pendataan.
Avat 123

Cukup jelas

Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Pasal 13

Cukup Jjelas



pasal 14
wWajib Retrbusi tidak boleh membayar utang
retribusinya dengan cara mengangsur.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 16
cukup jelas
Pasal 17
Avat (1)
Saat Kadaluwarsa penagihan Retribusi
perlu ditetapkan untuk memberi Kkepastian
hukum ‘kapan utang retribusi tersebut
tidak dapat ditagih lagi.
Avat (2) '
Dalam hal diterbitkan surat teguran atau
pengakuan utang retribusi dari Wajib
Retribusi maka waktu penagihan dihitung
sejak tanggal penyampaian surat teguran
atau pengakuan Wajib Retribusi.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
avat (5}
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Dengan adanya sanksi pidana diharapkan
timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk
memenuhi kewajibannya.
Pasal 20
Ayat (1)
Penyidik di bidang Retribusi Daerah
adalah pPe jabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupa-
ten Rembang yang diangkat sesuai dengan
perundang—undangan yang berlaku.
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?enyidikan pidang retribusi daerah
dilaksanakan menurut petentual vang
diaturs dalam Undang~undang NomoT f Tabun
1981 tentang gukum acara pidana.
avatl {22}
cukup jelas
aval (3}
cukuf jelas
pasal 21
cukurl jelas
pasal 22
cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAE KABUPATEN REMBANG
NOMOR 25



